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EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPRASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN
TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG

Viona Cantika Herman®, Suamperi*
YProgram Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:Vionacantika29@gmail.com

ABSTRACT

Based on people's economic principles which are rooted in family values, cooperatives act as
drivers of the community's economy by creating employment opportunities. Despite this, there are
still many violations in the management of cooperatives, especially savings and loan cooperatives,
which hinder the progress of cooperatives and affect public trust in them. Therefore, the problem
formulation is: (1) What are the factors that hinder the effectiveness of supervision of savings and
loan cooperatives by the supervisory task force of the Department of Cooperatives and Small and
Medium Enterprises in Padang City? (2) How to overcome obstacles in order to make effective
supervision of savings and loan cooperatives by the supervisory task force of the Department of
Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Padang City? The type of research used is
sociological juridical. Secondary and primary data sources. Data collection techniques are
interviews and document research. The data analysis used is qualitative. Investigation conclusions:
(1) The Cooperative and SME Service Supervision Task Force carries out supervisory duties by
regularly monitoring the development of cooperative activities through improving cooperative
management. (2) In carrying out supervision of savings and loan cooperatives in Padang City, the
Cooperative and SME Service Supervision Task Force faces various obstacles.
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I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam Pasal 1 ayat (2)

pengawasan usaha koperasi*
Dalam melakukan pengawasan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Repuplik Indonesia
Nomor 17/Per/M.KUKM/I1X/2015tentang
Pengawasan Koperasi dijelaskan
bahwa:”Pengawas  dan  pemeriksaan
koperasi adalah kegiatan yang dilakukan
oleh pejabat yang membidangi koperasi
untuk mengawasi dan memeriksa koperasi
agar kegiatan diselenggarakan dengan
baik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”

Dalam Struktur Organiasi dan
Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota
Padang terdapat Bidang Pengawasan
Koperasi dimana bertugas membantu
Kepala Dinas dalam  menyiapkan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengawasan
kelembagaan  koperai dan  bidang

koperasi simpan pinjam di Kota Padang,
satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menegah menemui
berbagai hambatan diantaranya pengurus
koperasi yang tidak menyampaikan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) kepada Satuan
Tugas pengawasan Koperasi, beberapa
oknum Kkoperasi yang memanfaatkan
koperasi demi kepentingan pribadi.
Apabila pelaksanaan pengawasan
oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap
koperasi simpan pinjam berjalan dengan
baik, maka diharapkan akan terciptanya
suatu koperasi yang sehat dan benar-benar
dapat mewujudkan cita-cita koperasi yaitu
menyejahterakan anggotanya.’
Berdasarkan uraian latar belakang

'http://diskop.padang.go.id/structural diakses

pada tanggal 20 Desember 2023

Sentosa  Sembiring,2006, Himpunan

Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan
Usaha Kecil, Bandung : Nuansa Aulia, Jakarta,
him.34



tersebut, maka penulis tertarik untuk Primer yang diperoleh langsung dari
mengetahui ~ bagaimana efektifitas lapangan dan data sekunder yaitu data

pengawasan pada koperasi simpan pinjam yang mempelajari bahan-bahan pustaka
oleh Dinas Koperasi dan UKM yang ada yaitu dokumen resmi dan buku.

di Kota Padang.

Berdasarkan  latar  belakang 3. Teknik Pengumpulan Data
masalah tersebut penulis melakukan Teknik Pengumpulan Data
penelitian dengan judul “EFEKTIFITAS menggunakan Studi Dokumentasi dan

PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN
PINJAM OLEH SATUAN TUGAS
PENGAWASAN DINAS KOPERASI

Wawancara® untuk memperoleh
keterangandengan  melakukan tanya

DAN USAHA KECIL DAN jawab dan mempelajari  peraturan
MENENGAH (UKM) DI KOTA perundang-undangan, artikel, literatur.
PADANG” 4. Teknik Analisis Data

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah faktor-faktor yang
menghambat efektifitas pegawasan

teknik  Analisis data menggunakan
Analisa Kualitatif. Yang mengacu pada

koperasi simpan pinjam oleh satuan norma hukumyang terdapat dalam
tugas pengawasan Dinas Koperasi peraturan perundang-undangan.
dan Usaha Kecil Menengah di Kota Il. HASIL PENELITIAN DAN
Padang? PEMBAHASAN

2. Bagaimanakah ~ cara  mengatasi A. Faktor-faktor ~ yang  menghambat
hambatan dalam rangka

efentifitas pengawasan koperasi simpan
pinjam oleh satuan tugas pengawasan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah di Kota Padang

mengefektifkan pengawasan koperasi
simpan pinjam oleh satuan tugas
pengawasan Dinas Koperasi dan

Usaha L(e‘:” dan Menengah di Kota Dalam melaksanakan pembinaan dan
Padang’ pengawasan terhadap koperasi, Disdagnakekop

C. Tujuan Penelitian . & UKM Kota Padang terdapat hambatan-
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang hambatan meliputi:*

menghambat efektifitas pengawasan

koperasi simpan pinjam oleh satuan a) Tidak disiplinya pengurus koperasi dalam

tugas pengawasan Dinas Koperasi dan menyampaikan laporan RAT koperasi

Usaha Kecil dan Menengah di Kota setiap tahun kepada satuan tugas

Padang. pengawasan Dinas Koperasi dan UKM
2. Untuk mengetahui cara mengatasi Kota Padang.

hambatan dalam rangka b) Beberapa oknum pengurus koperasi yang

mengefektifkan pengawasan koperasi
simpan pinjam oleh satuan tugas
pengawasan Dinas Koperasi dan

memanfaat koperasi demi kepentingan
pribadi atau kelompok.

Usaha Kecil dan Menengah Kota c) Kurangnya intensitas pembinaan oleh

Padang. satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi

I.METODE PENELITIAN dan UKM Kota Padang kepada koperasi-
A. Jenis Penelitian koperasi

1. Jenis Penelitian B. Cara mengatasi hambatan dalam rangka

Jenis Penelitian yang digunakan adalah mengefektifkan pengawasan koperasi simpan

Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis atau pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas

sering juga disebut dengan penelitian
lapangan. Penelitian yang dilakukan
terhadap keadaan nyata yang sering

3 Elisabeth Nurhaini B., 2018, Metode
Penelitian Hukum, PT. Rafika Aditama,
R Bandung, him.143

terjadi di lapangan. *  Hasil Wawancara Dengan Bapak
2. Sumber Data Adriansyah Pengawas Koperasi Ahli Muda di Dinas

.. . Koperasi da UKM Kota Padang Pada Tanggal 15
Sumber Data Terdiri dari Sumber Data Januari 2024 Jam 09.30 Wib



Koperasi dan UKM di Kota Padang

Cara mengatasi hambatan:®

1. Untuk menangani Kketidakdisiplinan
pengurus koperasi dalam
menyampaikan laporan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) setiap tahun, Satuan
Tugas Pengawasan dari Dinas Koperasi

dan UKM Kota Padang dapat
mengambil langkah-langkah berikut:

Pertama, mereka dapat menghubungi
koperasi yang bersangkutan untuk
segera menyampaikan laporan RAT
tahunan yang dikelola oleh pengurus
koperasi tersebut.

2. Para  pengurus  koperasi  sering
menggunakan ~ KTP  palsu atau
mengalihkan uang pinjaman dari
masyarakat untuk kepentingan pribadi.
Satuan Tugas Pengawasan Dinas
Koperasi dan UKM Kota Padang akan
memberikan sanksi tegas terhadap
oknum-oknum yang melanggar
Undang-Undang.

3. Kurangnya pendampingan yang
dilakukan ~ oleh  Satuan  Tugas
Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM
Kota Padang terhadap koperasi-
koperasi merupakan kendala utama.
Keterbatasan jumlah pegawai juga
menjadi  faktor yang menghambat
keaktifan satgas pengawasan Dinas
Koperasi dan UKM..

V. PENUTUP

A. Simpulan
1. Satuan Tugas Pengawasan Dinas
Koperasi dan UKM Kota Padang
menjalankan tugas pengawasan
terhadap  koperasi dengan cara
mengawasi  perkembangan kegiatan
koperasi  secara teratur  melalui

peningkatan manajemen koperasi.

2. Dalam melakukan pengawasan terhadap
koperasi simpan pinjam di Kota

® Hasil Wawancara Dengan Bapak Apriandi
Pengawas Koperasi Ahli Muda di Dinas Koperasi da
UKM Kota Padang Pada Tanggal 15 Januari 2024
Jam 08.30 Wib

Padang. Satuan pengawaan koperasi
menghadapi berbagai hambatan.
B. Saran
1. Penting bagi satuan tugas pengawasan

untuk menjalankan tugas mereka
dengan tegas, karena kurangnya kontrol
pengawasan dari pemerintah melalui
satuan tugas tersebut dapat
meningkatkan risiko terjadinya
penyimpangan. Dengan demikian, untuk
masa depan, peluang terjadinya
penyimpangan dalam koperasi simpan
pinjam dapat diminimalkan
2. Untuk memastikan bahwa satuan tugas

pengawasan di Dinas Koperasi dan
UKM Kota Padang beroperasi dengan
maksimal, diperlukan kerjasama dari
berbagai pihak terkait, termasuk
pengurus, pengawas, pengelola,
anggota, dan pemerintah setempat yang
diwakili oleh Dinas Koperasi.
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